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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

Menimbang

Mengingat

a.

[

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

bahwa pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial telah
telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 38} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 A Tahun 2015
(Berita Daerah Tahun 2015 Nomeor 44),

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah
dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Padang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4578},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635};
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 541);



16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01};

17. Peraturan Daerah kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

18. Peraturan Daecrah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN
2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun
2014 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang
Nomor 43 A Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 44} diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 20 dihapus sehingga keseluruhan
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

abw

Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Padang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

8.

19.

20.
21.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang
yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijjakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdirt dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan,

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang sclanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen  yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan olch
pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam
yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima
hibah.

Dihapus.

Dihapus.

2la.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat

22.

BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.



23.

24,

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra
adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Padang.
Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kota Padang.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Padang.

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan yang selanjutnya
disingkat DTRTBP adalah Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan
Perumahan Kota Padang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Padang.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang,.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya
disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Kota Padang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Padang.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya
disebut Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Kota Padang.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota
Padang adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan
Energi Kota Padang.

Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota

Padang. _
Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kota Padang.

Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan yang
selanjutnya disebut Dipernakbunhut adalah Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan Perikanan Kota
Padang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran
yang selanjutnya disingkat BPBDPK adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (5), ayat (6), dan ayat {7) diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum



Pasal 5

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesual kemampuan
keuangan daerah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang
atau jasa.

(3) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh
PPKD atas nama Walikota.

(4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan oleh SKPD terkait atas nama walikota.

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja
urusan pilihan.

(6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah
daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, permnbangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(7) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
Kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus
setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi pemerintahan,  pembangunan dan
kemasyarakatan

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Hibah dapat diberikan kepada:
Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lain;
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

a0 g

Pasal 7

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah
yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf ¢ diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan



kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c¢ diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(S) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang
telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan
perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a
diberikan dengan persyaratan :
a. wilayah kerja berada dalam daerah Kota Padang; dan
b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan
tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.

(2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
huruf d diberikan dengan persyaratan :

a. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit :

1. Latar belakang;

2. Maksud dan tujuan;

3. Rincian rencana kegiatan;dan

4. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.

b. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa
kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat dan
atau SKPD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;

c. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya
melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;

d. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang
pembentukannya;

7



berkedudukan dalam wilayah Kota Padang;

memiliki surat keterangan domisili dari lurah;

memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas
nama Walikota; dan

.melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau

sebutan lain.

(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan scbagaimana dimaksud dalam
pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :

a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :

1. Latar belakang;

2. Maksud dan tujuan;

3. Rincian rencana kegiatan;dan

4, Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.

b. memiliki akta pendirian dari notaris;

c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian
hukum dan Hak Asasi Manusia atau memiliki surat keterangan
terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota paling sedikit 3 (tiga) tahun,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan,
berkedudukan dalam wilayah Kota Padang;
memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga,
memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih
berlaku;
organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi
diatasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan
Kepengurusan,;

j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya,

k. memiliki NPWP organisasi;

memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan

m. melampirkan fotocopi KTP atas nama ketua dan sekretaris atau

sebutan lain.

T R0

TR e A
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6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagal

berikut:

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 9

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis
kepada Walikota atau SKPD terkait,

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
bulan Juni tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD
tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bulan April
tahun berkenaan maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun
berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.



(4) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat terus
menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang
menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.

(5) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan

verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, sebagai berikut :

a. urusan pendidikan dini, tingkat dasar sampai menengah dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan;

b.urusan kebudayaan, keagamaan, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan dilaksanakan oleh Bagian Kesra;

c. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
keluarga berencana dan keluarga sejahlera scria dilaksanakan oleh
BPMPKB;

d. urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda
dan Olahraga;

e. urusan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah,Kesatuan Bangsa dan Politik dan badan/lembaga masyarakat
dilaksanakan oleh kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;

g. urusan penataan ruang dan perumahan dilaksanakan oleh DTRTBP;

h. urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda;

i, urusan perhubungan, komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

j. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Bapedalda;

k. urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;

1. urusan sosial dan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja;

m. urusan koperasi dan usaha kecil menegah dilaksanakan oleh Dinas

Keperasi dan UMKM,;

n.urusan perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan
dan Energi;

o.urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan
Pangan Kota Padang;

p. urusan kearsipan dan urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor
Arsip dan Perpustakaan;

q. urusan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan Kota Padang;

r. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan;

(7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada
Walikota melalui TAPD.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi kelayakan
penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan.

(9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.



7.

8.

(1)
(2)
(3}

(4)

(5)

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
~ ¢. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d.Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Ketentuan Pasal 24 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai
berikut:
BAB V

BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau
kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa
bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan
atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan
pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaat untuk masyarakat.
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Pasal I

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Padang.

Ditetapkan di Padang |
pada tanggal 4G Jum 2016

Diundangkan di Padang ,
pada tanggal A&6 Junt 2016

SEKRETARIS RAERAH KOTA PADANG
-

NASIR MAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 23
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